
 
 
 

 
 

BUPATI TANAH BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR 21 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas 
menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD 

untuk dibahas bersama, Untuk itu Kepala Daerah perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban pelakanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 155, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5074);  

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara  



.....Lembaran Negara) 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4265);   

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 



…..Dan Keuangan) 

 Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), Sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 205 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Peraturan Pemeritah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 



…..Nomor 5165) 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  13  tahun  2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Nomor 20); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2009 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 
Nomor 11), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
Anggaran 2015 Nomor 17); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
Dan 

BUPATI TANAH BUMBU 
 
 

 



.....Bupati Tanah Bumbu 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.  

 
Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas: 

a. Pendapatan 
1. Pendapatan Asli Daerah  Rp.122.363.159.574,86 

2. Dana Perimbangan  Rp.954.528.068.731,00 
3. Dana Pemerintah Pusat  

Lainnya Rp.105.767.786.000,00 

4. Pendapatan Transfer  
Dari Provinsi Rp.145.612.221.548,00 

 
5. Lain-lain pendapatan daerah  

yang sah Rp.  48.513.007.849,00 

Jumlah Pendapatan      Rp.1.316.488.388.971,86 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.405.900.890.457,34 
b) Belanja Hibah Rp.  60.907.604.659,00 

c) Belanja Bantuan 
 Sosial  Rp.    1.369.500.000,00 

d) Belanja Bantuan 

Keuangan Rp.184.952.218.653,95 
e) Belanja Tidak Terduga Rp.                              0 

Jumlah Belanja Tidak 

 Langsung Rp.653.130.213.770,29 

2. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.143.452.186.144,00  
b) Belanja Barang  

dan Jasa Rp.255.223.114.308,00 

c) Belanja Modal Rp.303.453.096.460,27 
Jumlah Belanja  

Langsung Rp.702.128.396.912,27 
Total Belanja Rp.1.355.258.610.682,56 
Surplus/(Defisit)  Rp. (38.770.221.710,70) 

 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Rp.  93.572.727.853,90 

2. Pengeluaran Rp.  12.294.658.016,00 
Jumlah Pembiayaan 

 Netto  Rp.  81.278.069.837,90  

 

 



Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 
 

 
Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.     

   
          

Ditetapkan   di   Batulicin   

pada tanggal 22 Agustus 2016                       

        BUPATI TANAH BUMBU, 

 

 

               MARDANI H. MAMING 

 

Diundangkan di Batulicin  

pada tanggal 22 Agustus 2016                                      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

 

 
 

 SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  

TAHUN 2016 NOMOR 21                  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


